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PERBANDINGAN HUKUM PERDATA DAN FATWA DSN-MUI TENTANG 









Pemberian bank garansi kepada nasabah harus sesuai dengan kemampuan keuangan 
nasabah,mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung 
unsure resiko. Sebelum bank garansi diberikan bank harus terlebih dahulu melakukan 
penelitian dan analisis yang cermat seperti halnya dalam hal pemberian pembiayaan 
perbankan antara lain, meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun penerima 
jaminan. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan 
bank garansi  yanag sesuai. Menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut 
kemampuan keuangan bank. Bila dalam surat kontrak dengan jelas dicantumkan 
bahwa untuk keperluan pelaksanaan dan realisasi kontrak tersebut oleh pemohon bak 
garansi diperlukan surat jaminan bank, maka surat kontrak tersebut diteliti 
kewajarannya dan dipastikan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini 
hendak menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah 
yaitu Bagaimanakah implementasi bank garansi sebgai jaminan dalam sistem 
perbankan di Indonesia. Bagaimanakah penerbitan, mekanisme dan perbandingan 
hukum perdata dengan Fatwa DSN MUI terkait dengan bank garansi sebagai jaminan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian yuridis 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum sehingga 
ditemukan jawaban yang komprehensif, logis, dan sistematis. 
 
A. Pendahuluan 
Salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 
nasabahnya adalah bank garansi atau kafalahdalam hukum Islam. Bank Garansi atau 
disebut juga dengan jaminan bank berasal dari bahasa inggris “bank guarantee”, yaitu 
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pernyataan tertulis yang dikeluatkan oleh bank atas permintaan nasabah (terjamin) 
untuk menanggung risiko tertentu baik penggantian kerugian atau biaya) yang timbul 
bila pihak terjamian (nasabah) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik 
atau cidera janji (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (beneficiary).  
KUHPerdata pada pasal 1820 mengistilahkan bank garansi dengan penanggungan 
utang atau pemberi jaminan oleh pihak ketiga sebagai berikut: Penanggungan adalah 
suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berutang 
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini 
sendiri tidak memenuhinya. Penerapannya bank akan meminta kontra jaminan atas 
jaminan bank yang diberikan, berupa setoran jaminan sebesar nilai jaminan yang 
diberikan, dan dapat berupa tanah, bangunan, deposito atau jaminana lainnya.
105
 
Bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan dan diberikan oleh bank untuk 
menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun 
kontrak yang telah mereka sepakati dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-
syarat tertentu.
106
Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa garansi bank merupakan 
jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan, 
perusahaan dalam bentuk surat jaminan dengan ketentuan bank menjamin atas 
nasabah untuk membuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan tidak 
memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati 
bersama. Pemberian jmainan bertujuan bank akan menjamin dan memnuhi kewajiban 
dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menrima jaminan. Setidaknya ada tiga 
pihak yang terkai dalam bank garansi. Pertama, penjamin yaitu bank sebagai pihak 
yang memberikan jaminan. Kedua, terjamin yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh 
bank. Ketiga, penerima jaminan yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.
107
 
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, bank garansi adalah jaminan yang 
diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu 
nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.
108
Sedangkan 
menurut Teguh Priyanto, bank garansi adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank 
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kepada pihak ketiga dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-
kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud, apabila pada suatu waktu tertentu yang 
telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi 
kewajibannya.
109
Sedangkan menurut Muhammad Djumhana, bank garansi atau 
garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dengan pernyataan pengakuan 
tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka 
waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata terjamin tidak 
memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.
110
 
Menurut penulis garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya 
bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi 
kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat 
tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari 
ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.
111
Bank 
garansi merupakan perjanjian bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial 
bagi bank, dan dapat berupa suatu fasilitas kredit non cash loan yang diberikan bank 
kepada debiturnya dan atau pihak lainnya yang disetujui oleh debitur dimana bank 
menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada 
pihak ketiga sebagai penerima bank garansi. Praktik perbankan syariah dapat 
dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jeminan perorangan atau jaminan 
perusahaan. Apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang 
dijamin tersebut tidak memenuhi kewajibannya.
112
Tuajuan pemberian bank garansi 
oleh pihak bank kepada penerima jaminan adalah: a). Memberikan bantuan fasilitas 
dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. b). Bagi pemegang jaminan 
bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak 
akan mengalami kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena 
pemegang akanmendapat ganti rugi dari pihak perbankan. c). Menumbuhkan rasa 
saling percaya antara pemberi jaminan daan yang menerima jaminna. d).  
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Memberikan rasa aman dalam hal berusaha baik bagi bang maupun pihak lainnya. e). 
Bagi bank akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontrak yang disepakati.
113
 
Rumusan tentang bank garansi yang terdapat pasal 1820 KUHPerdata ada 
beberapa unsur tentang bank garansi. Pertama, penanggngan dalam hal ini bank 
garansi dibuat dalam bentuk perjanjian, karena itu sahnya perjanjian penanggungan 
utang mengikuti sahnya perjanjian secara umum yang diatur dalam akad kafalah dan 
pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, Penanggungan utang atau bank garansi didahului 
dengan adanya utang atau perjanjian pokok, hal ini berarti keberadaan penanggungan 
utang (bank garansi) merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan dari 
perjanjian pokok yaitu utang. Konsekuensi yang ditimbulkan dari perjanjian pokok 
adalah apabila perjanjian pokok hapus maka perjanjian ikutan juga akan hapus. 
Ketiga, penanggungan utang atau bank garansi dibuat untuk kepentingan nasabah  
atau penerima jaminan. Penanggungan utang hanyaa mewajibkan penanggung dalam 
hal ini bank memenuhi kewajiban apabila nasabah terbukti tidak memenuhi 
kewajibannnya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban.
114
 
Dari rumusan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian 
adalah: Bagaimanakah implementasi bank garansi sebgai jaminan dalam sistem 
perbankan di Indonesia. Bagaimanakah penerbitan, mekanisme dan perbandingan 
hukum perdata dengan Fatwa DSN MUI terkait dengan bank garansi sebagai jaminan. 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, penulis menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Metode ini diyakini dapat 
menjawan dan melakukan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berbasis 
padaanalisis asas-asas dannormahukum, yang tertulis di dalam peraturan perundang-
undangan. Argumentasi yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian yuridis 
normatif yang digunakan dalam penelitian ini, adalah karena penulis hendak 
menganalisis permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan 
konsep hukum yang sejalan dengan substansi masalah yang akan dikaji.Penelitian ini 
memposisikan hukum positif dan hukum fatwa DSN-MUI sebagai perspektif untuk 
menganalisa permasalahan terkait dengan bank garansi seabgai jaminan daam sistem 
perbankan di Indonesia 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach),dan pendekatan perbandingan (conceptual 
approach).Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini 
memfokuskan pada kajian terhadap norma hukum, danberbagai peraturan perundang-
undangan sekaligus tema sentral yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 
hendak diteliti. Selain itu untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif 
pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan konseptual. Pendekatan 
perbandingan hukum (comparative law),Pendekatan perbandingan hukum 
(comparative law), karena penelitian ini membandingkan dua system hokum 
berkaitan dengan hokum jaminan di Indonesia. Pendekatan perbandingan 
(comparative approach) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk 
membandingkan konsep, kedudukan, penerapan pada perbankan.Adapun data yang 
digunakan dengan menggunakan data primer,dansekunder. Hal ini di lakukan untuk 
memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok 
persoalanyang ada di dalam penelitian yang akan dilakukan. 
B. Pembahasan 
1. Implementasi, Penerbitan dan Mekanisme Bank Garansi Sebagai 
Jaminan di Indonesia 
Penerapannya, bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan 
untuk menanggumg pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya 
pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian bias jumpai dalam praktek 
pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender 
garansi (tender bond), ataujaminanpenawaran, juga dalambentukperfomance 
bondataujaminanpelaksanaanpekerjaan.
115
Tujuan pemberian bank garansi dilakukan 
untuk melaaksanakan pembangunan proyek diadakan perjanjian antara pemborong 
dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan 
adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko, yang terjadi akibat 
pemborong melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek diselesaikan.
116
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Bank garansi sebagai jaminan dalam prakateknya telah banyak diterapkan 
pada Bank Syariah, dengan alasan sebagai berikut: Penanggung mempunyai 
persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan 
kepentingan antara penjamin dan peminjam). Penanggungan memegang peranan 
penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertindak 
sebagai penanggung/borg adalah bank. Dengan ketentuan bahwa: (a). Bank 
mensyaratkan ada provisi dari debitur untuk perutangan kepada siapa ia mengikatkan 




KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata Tentang Penaggungan 
Utang. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata merupakan ketentuan umum 
yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya.Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991Tentang Pemberian Garansi Bank. 
Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam garansi bank. Pertama, Pihak penjamin 
yaitu pihak yang memberikan jaminan  dalam hal ini bank. Kedua, pihak terjamin 
yaitu yaitu pihak yang dijamin dalam hal ini nasabah. Ketiga, pihak penerima jaminan 
yaitu pihak yang menerima jaminan.Atas pemberian garansi bank tersebut, maka bank 
akan menerima fee dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. 
Jumlah provisi ini dihitung atas dasar prosentase tertentu dari jumlah garansi bank 
untuk jangka waktu tertentu pula.
118
 
Adapun syarat yng harus dipenuhi dalam surat perjanjian garansi bank adalah: 
(a). Tujuan penggunaan garansi bank. (b). Jumlah tertinggi garansi bank . (c). Tanggal 
mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank. (d). Tempat kedudukan (domisili) 
terjamin dan bank. (e). Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada 
bank serta nilainya. (f). Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan -
peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank. (g). Terjamin 
tunduk kepada intruksi-intruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan. (h). Biaya garansi bank 
yang harus dibayar oleh terjamin. (i). Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut 
kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi 
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hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun 
hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.119 
Pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam 
suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi, hal ini dapat dilihat dari pasal 
1824 KUH Perdata yang menentukan bahwa penaggungan atau jaminan harus 
ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Tetapi dalam penerapannya 
suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk 
menjamin kepentingan hukum para pihak.
120
Berdasarkan surat perjanjian garansi 
bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk 
diserahkan kepada penerima jaminan. Adapun yang menjadi objek perjanjian dalam 
perjanjian garansi bank adalah jaminan bank yaitu penyediaan jaminan atau garansi 
yang menjadi kewajiban bank sebagai pernerbit bank garansi dan menjadi hak pihak 
lain sebagai terjamin. Jaminan bank tersebut diberikan dalam bentuk tertulis yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan judul bank garansi. Sebelum bank 
mengeluarkan jaminan tersebut, terlebih dahulu dilakukan suatu kesepakatan 
penjaminan antara bank dengan nasabah yang akan menjadi orang yang dijamin.
121
 
Mekanisme penerbitan bank garansi melibatkan tiga pihak, yaitu: penjamin 
yaitu bank yang menerbitkan jaminan bank kepada nasabahnya, terjamin yaitu 
nasabah atau kontraktor sebagai pihak yang dijamin, nasabah yang melakukan 
permohonan kepada bank untuk menerbitkan jaminan bank dari nasabah tersebut, 
penerima jaminan atau pihak ketiga yaitu pemilik proyek yang menerima jaminan atas 
suatu perjanjian dengan pihak terjamin atau pihak yang menerima jaminan atas suatu 
konsekuensi kesalahan atau wanprestasi.
122
Adapun mekanisme atau proso penerbitan 
bank garansi adalah: a. Kontraktor memberikan agunan bank garansi kepada bank 
penjamin. b. Konraktor memayar provisi bank garansi kepada bank penjamin. c. Bank 
penjaminan memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor (si terjamin). d. 
Kontraktor memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik proyek (penerima 
jaminan). e. Pemilik proyek memberikan proyek kepada kontraktor untuk dikerjakan. 
f. Pemilik proyek (penerima jaminan) mencairkan sertifikat bank garanasi kepada 
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bank, jika kontraktor cidera janji atau proyek tidak dikerjakan dengan baik sesuai 
dengan perjanjian. g. Bank penjamin membayar sertifikat bank garansi kepada 
pemilik proyek. h. Pemilik proyek mengembalikan sertifikat bank garansi kepada 
kontraktor jika proyek telah selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian. i. Kontraktor 
mengembalikan sertifikat bank garansi kepada bank penjamin karen aproyek telah 
selesai dikerjakan sesuai dengan perjanjian. j. Bank penjamin mengembalikan agunan 
atau jaminan bank garansi  kepada kontraktor. Pengembalian jaminan bank garansi 
kepada kontraktor maka berakhir pula perjanjian gaansi bank.
123
 
Berikut ini ilustrasi cara kerja bank garansi,misalkan perusahaan 
merencanakan pembangunan hotel sehingga mengundang beberapa kontraktor atau 
supplier untuk ikut berpartisipasi.Untuk itu harus dipilih calon kontraktor atau 
supplier yang memenuhi syarat melalui sistem tender. Dalam proses tender, 
perusahaan meminta kepada peserta untuk menyerahkan bid bond supaya mereka 
tidak membatalkan diri secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang 
tender.Umumnya sebagai pemilik proyek (perusahaan) akan memberi uang muka 
kepada pemenang tender untuk mulai melaksanakan proyek tersebut, dengan tujuan 
untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek ingkar janji, oleh 
karena itu perusahaan membutuhkan advance payment bond.Setelah itu, 
dibutuhkan performance bond supaya perusahaan yakin kalau proyek telah 
dilaksanakan sesuai kesepakatan baik dalam hal kualitas, waktu dan spesifikasinya. 
Setelah proyek selesai dan sebelum serah terima dilakukan, dibutuhkan 
retention/maintenance bond supaya perusahaan yakin bahwa pelaksana proyek akan 
melakukan kewajiban layanan purna jual berupa perbaikan-perbaikan dan 
pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu.Bentuk garansi bank yang dibuat oleh bank 
adalah bentuk tertulis, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak, yaitu 
penjamin dan yang menerima jaminan.
124
 
Praktiknya pada sistem perbankan sebelum memberikan jaminan dalam 
bentuk bank garansi, bank akan membuat perjanjian yang disepakati oleh kedua 
pihak, di mana perjanjian tersebut memiliki karakteristik tertentu yaitu:  
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a. Perjanjian Garansi Bersifat Assesoir. Perjanjian garansi bank merupakan 
perjanjian ikutan dari perjanjian pokok antara yang menerima jaminan sebagai 
kreditur dengan pihak terjamin sebagai debitur. Jika kemudian perjanjian 
pokok batal atau tidak berlaku lagi oleh sebab tertentu, maka secara otomatis 
(by the operation of law) perjanjian pemberian garansi akan menjadi batal dan 
tidak berlaku lagi, karena itu perjanjian assesoir ada karna adanya perjanjian 
pokok. 
b. Hak-hak dari Perjnjian Pemberian Garansi Bank Bersifat Kontraktual Bukan 
Hak Kebendaan. Berbeda dengan jaminan pembiayaan seperti gadai, hak 
tanggungan dan fidusia yang menimbulkan hak-hak kebendaan maka hak-hak 
dari jaminan garansi hanya bersifat kontraktual. Sebagai konsekuensi dari 
tidak adanya hak kebendaan atas pemberian garansi, pihak kreditur hanya 
dapat mempertahankan haknya terhadap pihak gurantor (pemberi garansi), 
tidak terhadap pihak-pihak lainnya. 
c. Pemberian Garansi Turun ke Ahli Waris. Kewajiban yang timbul dari 
pemberian garansi, dalam hal ini personal garansi dapat diturnkankepada ahli 
warisnya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1826 KUHperdata.
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d. Kedudukan Kreditur Bersifat Konkuren. Kedudukan kreditur terdiri dari dua 
macam yaitu: kreditur preferensi dan kreditur konkuren. Kreditur preferensi 
adalah kreditur yang didahulukan hak-haknya dari pada kreditur konkuren, 
sedangkan kreditur konkuren adalah seperti kreditur dalam pemberian garansi, 
mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur yang lainnya.
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Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi 
penjaminan dalam perjanjian, adapun varian dari bank garansi adalah sebagai 
berikut: 
1. Tender guarantee atau bid bond (garansi penawaran). Yaitu jaminan yang 
diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga 
(pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja, sehubungan dengan kontrak kerja atau 
kewajiban nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang tercantum dalam kontrak. Bid 
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 Bahwa perikatan-perikatan yang dibuat oleh para gurantor (pemberi garansi) turun kepada 
ahli warisnya. Namun hal ini dapat dihindaari dengan cara penolakan warisan. Penolakan warisan 
tersebut mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban dari pewaris tidak dapat diturunkan kepada ahli 
warisnya. Pasal 1826 KUHPerdata. 
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 James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.  
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bond ini merupakan persyaratan awal yang ditetapkan olehpemilik proyek kepada 
para kontraktor yang akan ikut serta dalam tender. 
2. Performance guarantee atau performance bond  (garansi pelaksanaan)adalah 
jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan 
pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan 
kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor apabila cedera janji dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan proyek sesuai kontrak kerja. Biasanya, performance 
bond diminta oleh pemilik proyek kepada pemenang tender, dalam rangka mengikat 
mereka agar serius dan sungguh-sunguh mengerjakan proyek sampai selesai. 
3. Advance payment bond (garansi uang muka)adalah jaminan yang diterbitkan 
oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik 
proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan pembayaran dimuka 
atau pembayaran termin oleh pemilik proyek kepada kontraktor dalam mengerjakan 
proyek yang telah mereka sepakati dalam kontrak kerja. 
4. Custom bond atau payment bond (garansi pembayaran)adalah jaminan yang 
diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, sehubungan dengan penangguhan 
pembayaran (apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan). 
5. Retention bond atau maintenance bond (garansi pemeliharaan)adalah jaminan 
yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak 
ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan 
tanggung jawab nasabah atas pemeliharaan hasil pekerjaan/proyek sampai batas 
waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja. 
6. Shipping guarantee atau shipping bond (bank garansi kepada maskapai 
pelayaran) adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, 
sehubungan dengan pengeluaran barang-barang impor dari pelabuhan/maskapai 




Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi terdiri dari: 
(a). Terjamin yaitu pihak yang dijamin oleh bank dalam hal ini nasabah yang 
mengajukan permphonan penerbitan bank garansi. Kedudukan terjamin sebagai 
debitur yang berutang . (b). Penjamin, yaitu pihak ketiga yang memberikan jaminan 
dalam bentuk bank garansi atas dasar pemintaan nasabah yaitu bank. (c). Pihak yang 
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Institut Bankir Indonessia Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep Produk dan 
Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 243. 
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menerima jaminan (beneficiary), pihak yang menerima jaminan adalah pihak yang 
menerima penggantian apabila pihak terjamin melakukan cidera janji, pihak yang 
menerima jaminan mempunyai kedudukan sebagai kreditur yaitu orang yang 
berpiutang. Akibat hukum dari perjanjian bank garansi akan menimbulkan hak dan 
kewajiban. Adapun akibat hukum antara nasabah sebagai pihak yang terjamin dan 
pihak yang dijamin yaitu kedudukan nasabah sebagai orang yang berutang dan pihak 
yang dijamin sebagai orang yang berpiutang. Untuk menjamin utang orang yang 
berutang (debitur), maka orang yang berpiutang (kreditur) meminta agar utang debitur 
dijamin oleh pihak ketiga yaitu bank sehingga bank akan mengeluarkan garansi bank. 
Sedangkan perjanjian bank garansi yang dibuat oleh debitur  daengan pihak yang 
dijamin yaitu penerimam garansi bank  dapat berupa perjanjian jual beli, perjanjian 
pengadaan barang, perjanjian pengerjaan proyek dan lain-lain.
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Sementara hubungan hukum antara bank sebagai penjamian dalam hal ini 
sebagai penerbit bank gaaransi dengan nasabah terjamin yang meminta diterbitkan 
bank garansi akan menimbulkan hak dan kewajiban yaitu bank berkewajiban 
menerbitkan bank garansi dan berhak untuk menerima pembayaran biaya penerbitan 
bank garanasi. Sedangkan nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar biaya 
penerbitan bank garansi dan mempunyai hak untuk menerima bank garanasi. 
Hubungan hukum antara bank sebagai penjamian utang debitur dan pihak penerima 
jaminan yaitu perjanjian penanggungan utang, di mana bank sebagai penjamin utang 
ketika debitur wanprestasi. Jika debitur wanprestasi, maka kreditur sebagai pihak 
yang dijamin dapat meminta pembayaran kepada kepada bank. Ketika bank 
membayar utang debitur kepada kreditur sebagaipihak yang menerima jaminan maka 
akaan teerjadi subrogasi yaitu terjadinya penggantian hak hak kreditur oleh pihak 
ketiga yaitu bank yang membayar kepada bank sehingga posisi bank berkedudukan 
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2. Pengaturan Bank Garanasi (kafalah) Menurut Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
Ketentuan fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah 
menyebutkan  kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang diatanggung 
(makful “anhu, aashil). Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI mengenai 
kafalah terdiri dari dua ayat al-Quran, tiga hadis, dan dua kaidah fikih. Dua ayat al-
Quran yang dijadikan dalil pertama surat Yusuf ayat 72 tentang jaminan bagi saudara-
saudara Yusuf yang menmukan piala raja yang diselipkan oleh Yusuf ke dalam 
karung yang dibawa salah seorang saudaranya.
130
 Kedua surat al-Maidah ayat 2 
tentang perintah agar saling menolong dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan.
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Tiga hadis yang dijaadikan oleh fatwa DSN-MUI sebagi dalail adalah. 
Pertama hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Salmah Ibn Akwa yang 
menjelaskan tentang Rasululloh saw. yang tidak mau menshalatkan jenazah yang 
masih punya utang, lalu Abu Qatadah menjamin utang jenazah tersebut dan nai pun 
menshalatkannya.
132
Kedua hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang menyebutkan 
bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama dia menolong saudaranya yang 
lain.
133
Ketiga hadis yang diriwayatkan Imam al-Tirmizhi dari Amr Ibn Auf tentang 
penyelesaian sengketa dan keterikatan mereka dengan persyaratan yang dibuat.
134
 
Adapun dua kaidah fikih yang dijadikan dalil oleh fatwa DSN-MUI pertama kaidah 
                                                 
130  ٌْ ٤ِْػَض ِٜ ِرَخَٗأ َٝ ٍش٤ِْؼَُزِ ْٔ ِل ِٜ ِرَاخ َـ ْ٘ َٔ ُِ َٞ ٌِ ِ َٔ ُْ خَػح َٞ ُُطذِوْلَٗح ْٞ َُُخه. "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala 
Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) 
beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." 
131  ِٕ ح َٝ ُْذؼُْ ح َٞ ِٔ ْػِْلإخ ََِػح ْٞ ُٗ َٝ َخَؼَط َٝ ،ٟ َٞ ْوَّظُح َٝ ِّشِزُْ خ ََِػح ْٞ ُٗ َٝ َخَؼط َٝ . "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."  
132  ٍَ َخوَك،خ َٜ ٤ََِْؼَ٤ّ ِ َُظ٤ُِ ٍسَصَخ٘ َـ َِز٤ُِطؤ َٔ ََِّع َٞ ِٜ ُِ آ َٞ ِٜ ٤ََِْؼ ُٜ ُِخ ََِّظَّ٤ِزَُّ٘خََّٗؤػًٞاخ٘رشِٔغ٘ػ: ح ْٞ َُُخه ٍٖ ٣َْذْ٘ ِٔ ِٜ ٤ََِْؼِْ َٛ : 
 ٍَ َخوَك،َٟشُْخٍأسَصَخ٘ َـ َِز٤ُِطؤ َّٔ ُ ػ، ِٚ ٤ََِْؼ َََِّظك،َ : ح ْٞ َُُخه ٍٖ ٣َْذْ٘ ِٔ ِٜ ٤ََِْؼِْ َٛ :  ٍَ َخه، ْْ َؼَٗ:  ََسدَخَظه ْٞ َُرَاَخه، ْْ ٌُ ِزِكخَظ ََِػح ْٞ َُِّط:  ِٚ ٤ََِْؼ َََِّظك،ِ  َ ْٞ ُعَسَخ٤ ُٜ ُ٘٣َْذَّ٤ََِػ. "Telah 
dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw 
bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. 
Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' 
Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau 
mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka 
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa'). 
133  ِٚ ٤َِْخِؤٗ ْٞ َؼ٤ُِْكذَْزؼُْ َخٗخًَ خ َٓ ِذَْزؼُْ ِخٗ ْٞ َؼ٤ِْل ُٜ ُِح َٝ . "Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya." 
134 خ ًٓ حَشَلَََِّكأ ْٝ َ ًأ َ َل َٓ َّشَكخًؽْشَشَّ ِب ْٔ ِٜ ِؽُٝشُش ََِؼَٗٞ ُٔ ِ ْغ ُٔ ُْ ح َٝ خ ًٓ حَشَلَََِّكأ ْٝ َ ًأ َ َل َٓ َّشَكخًلِْ ُطَّ َِب٘٤ ِٔ ِ ْغ ُٔ ُْ َخ٘٤َْرٌضِثخ َـ ُلِْ ُّظَُح. 
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."  
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fikih tentang hukum pokok dalam bermuamalah boleh atau al-ibahah,
135
 dan kedua 
kaidah yang menyatakan bahwa beban berat harus dihilangkan.
136
 
Secara umum keputusan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kafalah ada tiga, 
pertama tentang ketentuan umum tentang kafalah, kedua rukun dan syarat kafalah, 
dan ketiga tentang penyelesaian perselisihan. Ketentuan umum  kafalah sebagaimana 
dalam fatwa DSN-MUI diharuskan ada ijab qabul dari pihak yang terkait untuk 
menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak, dalam akad kafalah penjamin 
dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan, dengan adanya imbalan akad 
kafalah menjadi akad mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. 
Ketentuan umum kafalah dalam fatwa DSN-MUI adalah pernyataan ijab dan 
kabul yang harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan adanya kehendak 
masing-masing pihak dalam mengadakan kontrak. Prinsip dalam akad kafalah 
penjamin dapat menerimam imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah 
dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh sepihak. Adapun 
rukun dan Syarat kafalah terdiri dari:  
Pertama, pihak penjamin dengan syarat telah balig (dewasa) dan berakal 
sehat. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan 
rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Kedua, Pihak yang berutang dengan syarat. 
Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh 
penjamin. Ketiga, pihak atau orang yang berpiutang dengan syarat. Diketahui 
identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. 
Keempat, Objek jaminan dengan syarat. Merupakan tanggungan orang yang berutang 
baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, dapat dilaksanakan oleh peminjam, 
merupakan piutang yang mengikat (lazim) yang tidak memungkinkan hapus kecuali 
setelah dilakukan pembayaran atau pembebasan, jenis nilai, jumlah dan 
spesifikasinya, tidak bertentangan denagan prinsip syariah. Jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
Kafalah merupakan produk layanan pembiayaan perbankan syariah yang 
diperbolehkan dengan mengacu kepada dalil-dalil sebagai berikut: 
                                                 
135 خ َٜ ِٔ ٣ِْشَْلظ ٌََِؼِ٤ُِْ َذَُُّذَ٤ْٗ َأَّ ُِاشَكَخرِْلإِخَط َٓ َخؼ ُٔ ُْ خ ُِلَِْطَاح. “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
136 ٍُ حَُض٣ُسَش َّؼُح "Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 
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Pertama, berdasarkan kepada penjelasan Surat Yusu ayat 12 tentang 
keabsahan praktik kafalah. Istidlal yang terkait dengan konsep kafalah adalah lafaz 
“za‟im”. Menurut Ibnu Abbas lafaz tersebut bermakna penanggung (kafil). Ibnu Katsir 
menyatakan bahwa ayat tersebut terkait dengan pembahasan konsep kafalah atau 
dhamanah, sehingga akad kafalah pada pada perbankan syariah mendapatkan 
legalitas dan keabsahan dari hukum syariah. 
Kedua, Merujuk kepada penjelasan surat al-Midah ayat 2, yaitu perintah Allah 
kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan 
meninggalkan kemunkaran serta melarang tolong menolong dalam kebatilan. 
Relevansinya dengan akad kafalah adalah jika seseorang dapat dipercaya dan 
memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang ditanggungkan, maka hal 
tersebut harus diterima, karena perbuatan tersebut merupakan wujud pertolongan 
terhadap orang yang sedang membutuhkan sepanjang tidak mengarah kepada 
kebatilan. 
Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab  Shahih 
Bukhari merujuk kepada praktik akad kafalah yang pernah ada dan diparktikkan oleh 
Rasululloh saw. Hadis tersebut menjelaskan tidak berkenannya Rasululloh saw. untuk 
menshalatkan orang yang masih memilki utang, kemudian Rasululloh saw. berkenan 
menshalatkan setelah sahabat Abu Qatadah memberikan jaminan (kafalah) atas utang 
yang belum dibayarkan oleh jenazah. Jika melihat hadis tersebut, jelas bahwa akad 
kafalah pernah terjadi dan di praktikkan pada masa Rasululloh saw sendiri, dan 
Rasululloh saw membenarkannya. Sehingga akad kafalah dapat diterapkan pada bank 
syariah dan sah serta mendapatkan legalitas syariah atas keabsahannya. 
Keempat, Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dapat dipahami bahwa 
urgensi untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Relevansinya dengan akad 
kafalah bagi mereka yang tidak mampu untuk memberikan jaminan, maka demi 
kemaslahatan orang banyak hendaknya ditunaikan, karena hal itu merupakan bentuk 
nyata pertolongan kepada orang yang membutuhkan. 
Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang keabsahan untuk 
melakukan transaksi dan dibolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. 
Berdasaarkan hadis tersebut terdapat keabsahan untuk melakukan transaksi dan 
menetapkan beberapa syarat dalam transaksi sepanjang syarat transaksi tersebut tidak 
bertentanagn dengan dengan nash syar‟i. Seperti jika dalam transaksi tersebut terdapat 
dan menyebabkan adanya unsur riba ataupun gharar, maka transaksi tersebut batal 
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dan tidak sah, karena syarat tersebut  bertentangan dengan kaidah dan maqashid 
syariah, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi. 
Konteks kafalah kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat 
sepanjang tidak melanggar koridor yang telah ditentukan. 
Keenam, kaidah fiqh yang menyatakan prinsip bahwa, semua muamalah itu 
pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dengan demikian akad 
kafalah adalah akad yang dibolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan 
syariah yang manapun seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, dhoror, maisir 
dan lain-lain. Berdasarkan uraian dan penjelasan dari berbagai dalil-dali yang 
dikemukakan dan ketetapan DSN-MUI, maka  dapat ditetapkan bahwa akad kafalah 
sah dan tidak bertentangan dengan syariah. Adapun peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesisa Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah mempersentasikan kafalah pada BAB XII terdiri dari 27 pasal dimulai dari 
pasal 335-361. Secara umum pengaturan kafalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah mengatur: Pertama, ketentuan rukun dan syarat kafalah. Kedua, 
kafalahmuthlaqah dan muqayyadah. Ketiga, kafalah atas diri dan harta. Keemepat. 
Pembebasan dari akad kafalah. 
C. Kesimpulan 
Ketika bank menerbitkan garansi bank sebagai jaminan atas pihak ketiga, ada 
beberapa hal yang yang harus dipenuhi oleh bank sebagai pemberi garansi bank.
137
 
Pertama, Pihak yang dijamin harus terlebih dahulu memenuhi syarat berlakunya 
garansi bank, salah satunya pihak yang dijamin harus menyetor sejumlah uang. 
Kedua, ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah dan dibatalkan secara sepihak, 
misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin. Ketiga, bank dilarang memberikan bank 
garansi untuk pembiayaan yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank 
lain. Keempat, bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan 
bukan penduduk; dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk. 
Kelima Bank asing dilarang memberikan bank garansi untuk perusahaan yang di luar 
Jakarta. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan 
bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga 
kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri. 
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Bank garansi sebagai bentuk jaminan yang dapat diterapkan pada perbankan 
bukan berarti tidak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut(a). 
Mengurangi resiko cedera janji (wanprestasi) bagi penerima bank garansi. (b). 
Memperlancar transaksi bisnis bagi pemohon bank garansi. (c). Jaminan dikeluarkan 
oleh institusi lembaga keuangan yang kreditbel dan dapat dipercaya, yaitu bank. (d). 
Bagi pihak bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan 
bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak bank memperoleh pendapatan dari 
provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat 
mengopersikan dana jaminan bank garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah di 
bidang perkreditan. (e). Bagi pihak bank juga bisa meningkatkan citra positif bank. 
(f). Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan 
jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah 
diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan 
usahanya berjalan dengan baik dan lancer. (g). Bagi pihak penerima jaminan, bank 
garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah 
diperjanjikan. Bank garansimerupakanjaminanpenanggunganatasresiko yang 
akantimbulapabiladebiturmelakukanwanprestasi.Sedangkan kekurangan bank 
garansiadalahsetiap bank garansiselalumengandungunsur risiko. 
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